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Jumlah Pekerja Sosial Profesional Panti Sosial Rehabilitasi adalah banyaknya orang yang bekerja●

baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan
sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan,
dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial di panti sosial rehabilitasi.
Pekerja Sosial Profesional Panti Sosial Rehabilitasi adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga●

pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian
dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik
pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial di
panti sosial rehabilitasi.
Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun●

swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan
sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial
untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
Pekerja adalah orang yang bekerja.●

Sosial adalah kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat.●

Profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan profesi.●

Panti Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di●

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang
tugasnya.
Panti Sosial Rehabilitasi adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan,●

pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk
bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan,
resosialisasi bagi para penyadang masalah kesejahteraan sosial agar dapat hidup secara wajar
dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat, serta pengkajian dan penyiapan
standar pelayanan dan rujukan.
Panti Sosial dipimpin oleh seorang Kepala.●

Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang●

masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat,
rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta
koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan●

seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang●

mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai
kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.
Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan●

orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya.

RUJUKAN
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial●

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan●

Gelandangan dan Pengemis
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan●

Keindahan
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga●

Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2004 tentang Standardisasi Panti Sosial dan Pedoman●

Akreditasi Panti Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata●

Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108/HUK/2009 Tentang Sertifikasi Bagi●

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga●

Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

RUMUS

-

WALI DATA
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday
UKURAN

Orang

UNIT
0
KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya pekerja sosial profesional panti
sosial rehabilitasi yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya pekerja sosial profesional panti sosial rehabilitasi di suatu wilayah akan berpengaruh
terhadap tingkat kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Semakin
banyak pekerja sosial profesional yang bekerja di panti sosial rehabilitasi maka kualitas pelayanan
yang diberikan semakin meningkat.

KETERANGAN

- Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial adalah lembaga penyelenggara rehabilitasi
sosial tuna sosial yang didirikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial.

- Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk
melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta
secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna
susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan
HIV/AIDS.
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- Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan
yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang
tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

- Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka
umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

- Orang Terlantar adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhanya dengan wajar baik secara
rohani, jasmani dan sosial.

- Korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis,
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

- Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidana
yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
yang tetap.

- Orang dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV/AIDS berdasarkan konseling
tes HIV/AIDS dan rujukan dokter.

- Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga,
masyarakat maupun panti sosial.

Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif berupa ajakan, anjuran, dan bujukan1.
dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif berupa dorongan, pemberian semangat,2.
pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif berupa tindakan pemaksaan terhadap3.
seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

- Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran,
kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan
perlindungan khusus.

- Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk: 

motivasi dan diagnosis psikososial;1.
perawatan dan pengasuhan;2.
pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;3.
bimbingan mental spiritual;4.
bimbingan fisik;5.
bimbingan sosial dan konseling psikososial;6.
pelayanan aksesibilitas;7.
bantuan dan asistensi sosial;8.
bimbingan resosialisasi;9.
bimbingan lanjut; dan/atau10.
rujukan.11.

- Bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

pendekatan awal;1.
pengungkapan dan pemahaman masalah;2.
penyusunan rencana pemecahan masalah;3.
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pemecahan masalah;4.
resosialisasi;5.
terminasi; dan6.
bimbingan lanjut7.

- Standard panti sosial adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi
penyelenggaraan sebuah panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis.

- Ada 2 macam standar panti sosial, yaitu:

Standar umum adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu yang perlu dibenahi1.
bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial jenis apapun. Mencakup aspek kelembagaan, sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, pelayanan sosial dasar, dan monitoring-
evaluasi.
Standar khusus adalah ketentuan yang memuat hal-hal tertentu yang perlu dibenahi bagi2.
penyelenggaraan sebuah panti sosial dan/atau lembaga pelayanan sosial lainnyayang sejenis
sesuai dengan karakteristik panti sosial.

• Standar Umum Panti Sosial terdiri dari :

1. Kelembagaan, meliputi :

Legalitas Organisasi. Mencakup bukti legalitas dari instansi yang berwenang dalam rangka●

memperoleh perlindungan dan pembinaan profesionalnya.
Visi dan Misi. Memiliki landasan yang berpijak pada visi dan misi●

Organisasi dan Tata Kerja. Memiliki struktur organisasi dan tata kerja dalam rangka●

penyelenggaraan kegiatan.

2. Sumber Daya Manusia, mencakup 2 aspek :

a. Aspek penyelenggara panti, terdiri 3 unsur :

Unsur Pimpinan, yaitu kepala panti dan kepala-kepala unit yang ada dibawahnya.1.
Unsur Operasional, meliputi pekerja sosial, instruktur, pembimbing rohani, dan pejabat2.
fungsional lainnya.
Unsur Penunjang, meliputi pembina asrama, pengasuh, juru masak, petugas kebersihan, satpam,3.
dan sopir.

b. Pengembangan personil panti Panti Sosial perlu memiliki program pengembangan SDM bagi
personil panti.

3. Sarana Prasarana, mencakup :

Pelayanan Teknis. Mencakup peralatan asesmen, bimbingan sosial, ketrampilan fisik dan mental.●

Perkantoran. Memiliki ruang kantor, ruang rapat, ruang tamu, kamar mandi, WC, peralatan kantor●

seperti: alat komunikasi, alat transportasi dan tempat penyimpanan dokumen.
Umum. Memiliki ruang makan, ruang tidur, mandi dan cuci, kerapihan diri, belajar, kesehatan dan●

peralatannya (serta ruang perlengkapan).

4. Pembiayaan

Memiliki anggaran yang berasal dari sumber tetap maupun tidak tetap.
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5. Pelayanan Sosial Dasar

Memiliki pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari klien, meliputi : makan,
tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

6. Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

Monev Proses, yakni penilaian terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada klien.●

Monev Hasil, yakni monitoring dan evaluasi terhadap klien, untuk melihat tingkat pencapaian dan●

keberhasilan klien setelah memperoleh proses pelayanan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE
Tahunan
LAG DATA

H+1

KEWENANGAN
Kementerian Sosial
DOKUMEN
SIPD

Sumber Data Diskominfo Kabupaten Pemalang, Halaman 5



Sumber Data Diskominfo Kabupaten Pemalang, Halaman 6


